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WALIKOTA MALANG,

: a bahwa sebagal tindak lanjut ketentuan Pasal 99 Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan tata cara penerbitan Surat
Ketetapan Pgjak Daerah, tata cara pengisian dan penyampaian
Surat Ketetapan Pagak Daerah atau dokumen lain  yang
dipersamakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara
Penerbitan, Pengisan dan Penyampaian Surat Ketetapan Pajak
Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur,
Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Y ogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);



10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribuss Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 1| Maang dan Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3354);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Peraturan Daerah Kota Maang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Maang Tahun 2008 Nomor 1
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
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11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Malang Nomor 59);

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pgak Daerah (Lembaran Daerah Kota Maang Tahun 2010
Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA

PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
KETETAPAN PAJAK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1

2.

Daerah adalah Kota Malang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

Walikota adalah Walikota Malang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
KotaMalang.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wagjib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pgjak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang

terutang.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tahun Pgjak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa
pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pgjak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pgak, objek paak dan/atau bukan objek pagak, dan/atau harta dan
kewagjiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat K etetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pgjak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pgjak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut
SKPDKBT adalah surat ketetapan pgjak yang menentukan tambahan atas jumlah
pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pagjak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pgjak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran
pembayaran Pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki
atau diperoleh Dinas Pendapatan Daerah untuk menerbitkan SKPD.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewagjiban perpagjakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



19. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk
jenis pgak dan Masa/Tahun Pgak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan
sebelumnya.

20. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk
mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di
bidang perpajakan.

BAB I
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan SKPD atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

(2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala
Dinas Pendapatan Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

(3 Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa
karcis atau nota perhitungan.

(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

BAB I11
TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN SKPD

Pasal 3

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas
Pendapatan Daerah dapat menerbitkan :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDN;
d. SKPDLB.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan :
a. hasil penelitian terhadap keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang
dibayar;



3)

(4)

(5)

D)

b. hasil pemeriksaan terhadap :
1. SPTPD; atau
2. kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan
SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis
SPTPD tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran;

c. hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan
perbuatan karena keal paannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan
SPTPD tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan daerah, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan berdasarkan :

a hasil pemeriksaan atau pemeriksaan ulang terhadap data baru yang
mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang
semula belum terungkap;

b. hasil penelitian terhadap keterangan tertulis dari Wajib Pgjak;

c. hasil penelitian atas Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap terhadap Wajib Pgjak yang dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan daerah.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan berdasarkan hasil
pemeriksaan terhadap SPTPD apabila jumlah kredit pgjak atau jumlah pajak yang
dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterbitkan berdasarkan :

a. hasil pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak
atau jumlah pajak yang dibayar |ebih besar daripada jumlah pajak yang terutang;

b. hasil pendlitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan Wagjib
Pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang; atau

c. hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar
daripada jumlah pajak yang terutang.

Pasal 4

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau



)

3)

(4)

(1)

2

3)

(4)

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sgjak saat terutangnya pajak.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf ¢, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanks administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), dikenakan sanks administratif berupa kenaikan sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan apabila Wajib
Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 5

Surat ketetapan Pgjak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diterbitkan
untuk suatu Masa Pajak, atau Tahun Pajak.

Surat ketetapan Pagjak untuk suatu Masa Pgjak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak.

Surat ketetapan Pgjak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diterbitkan sesuai dengan SPTPD.

Dalam hal tidak terdapat kewajiban penyampaian SPTPD, SKPD diterbitkan sesuai
dengan Bagian Tahun Pgak atau Tahun Pajak yang mencakup seluruh Surat
Pemberitahuan Masa Pgjak untuk Bagian Tahun Pgjak atau Tahun Pajak yang
bersangkutan.

Pasal 6

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Walikotaini.

D)

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 7

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus disampaikan kepada

Wajib Pajak.



(2) Penyampaian SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan :

a. secaralangsung;

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau

c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Diundangkan di Malang
padatangga 10 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.

Dr.Drs. H. SHOFWAN, SH. M.S

Pembina Utama Muda
NIP. 19580415 198403 1 012

Ditetapkan di Malang
padatanggal 10 Pebruari 2011

WALIKOTA MALANG,
ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 14 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003



